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BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2006

BUPAT! KAPUAS

bahwa sebagai pelaksanaan ketemiuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, periu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesial Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18Z);

ny

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembarar Negara Republik indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3569);
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Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3685) sebagaimana telah diubah de:gan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

4, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1888 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10.Undang-Uridang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Artara Pemernntah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

11.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik indonesiz

Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 84 Tahun 2001 (Lembarar:

Negara Republix Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dasrah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
{Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138}, ,

17.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139}; .

18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4540),

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006;

21.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 14/K/DPRD-KPS/2004 Tanggal 6 Desember
2004 Tentang Peraturan Tata Terih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2004 —
2009, '



MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN BUPAT! KAPUAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 20086.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20086, terdiri dari :

1. Fendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 12.001.032.500,00
b. Dana Perimbangan Rp. 453.806.500.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 7.590.000.000,00
473.397.532.500,00

2. Belanja :

APARATUR DAERAH,

Belanja Administrasi Umum Rp. 54.741.840.847,00
b. Beianja Operasi dan Pemetihaizan Rp. 14,252 .607.203,00
c.  Belanja Modal/Pembangunan Rp. 23.408.798.800,00

Rp. 122.403.247.950,00



PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum - Rp. 123.637.940.000.00
D Belanja Operasi dan Pemeiiharaan Rp. 38.126.178.198,00
c. Belanja Modal Rp. 175.434.796.552,00
d.  Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan  Rp. 11.523.834.000,00
e. Belanja Tidak Tersangka ' Rp. 2.171.535.800,00
Rp. 350.894.284.550,00
Surplus/{Defisit) Rp. 100.000.000,00
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 7.500.000.000,00
D. Pengeluaran Rp. 7.600.000.000,00
S B Rp. (100.000.000,00)
Pasal 2

Penjabaran APBL sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 1 Peraturan Bupati ini dirinci lebih {anjut pada Lampiran Peratucan
Bupati ini.

Pagal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan péngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan
Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkandi Kuala Kapuas

Pada tanggal 8 Februari 2006
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Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 8 Februari 2006

Zpt KA
SE Fbgkgi\AH KABUPATEN KAPUAS

L

b R

ot u! ~ !
' ,.J.»»a—»-;r'QE/KlYO A A

BERITA'DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2006 NOMOR : 2

Telah mendapat evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 903/20/Keu tanggal 16 Januari 2006 perihal Evaluasi
Rancangan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2006.



